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ABSTRACT 
 
Road construction agreement between PT. Mutiara Aceh Lestari with Dinas 
Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, arising due to natural disasters, 
landslides in December 2010. This type thesis research using normative 
juridical research, by examining the statutory provisions and regulations in 
the procurement of goods / services, Legal No. 18 OF 1999 President No. 4 
of 2015, and Government Regulation No. 21 Year 2008. From the research, 
carried out in their execution of work before the contract was made because 
of a natural disaster is not contrary to law. The agreement form of default in 
road construction between PT. The default form in the contract of road 
construction among PT. Mutiara Aceh Lestari and Dinas Bina Marga and 
Cipta Karya was in which the debtor had good performance, yet it was not in 
accordance with or committed an errorAceh province District Court 
Consideration No. 46 / Pdt. G / 2013 / PN-BNA was granted as part of a 
lawsuit of PT. Mutiara Aceh Lestari because the identity is not clear from the 
PT. Mutiara Aceh Lestari, precisely because of the PT. Mutiara Aceh Lestari 
does not violate the Law No. 40 of 2004 
 
I. Pendahuluan 
 Pada perjanjian konstruksi jalan dan jembatan antara PT. Mutiara 
Aceh Lestari dengan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, timbul karena 
adanya bencana alam terjadinya tanah longsor pada bulan Desember 2010. 
Akibat hujan yang turun secara terus menerus menyebabkan Jalan Bireuen-
Takengon di kawasan Cot Panglima longsor. Jalan tersebut merupakan akses 
utama masyarakat yang mendiami kawasan Cot Panglima (Juli-Bireuen), 
Bener Meriah, dan Aceh Tengah menuju kawasan pesisir Timur-Utara Aceh.  
Sedangkan masalah pembayaran pekerjaan, tergugat menjanjikan 
apabila pekerjaan konstruksi penganggulangan bencana alam Jalan Bireuen– 
Takengon telah selesai maka dilakukan perhitungan dan pembayaran. 
Konfirmasi pekerjaan penanggulangan Jalan Bireuen  - Takengon (KM. 25-
26) yang materinya Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh 
menjelaskan bahwa PT. Mutiara Aceh Lestari merupakan perusahaan yang 
menangani pembangunan penanggulangan bencana alam Jalan Bireuen – 
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Takengon (Km.25-29) Tahun Anggaran 2011 diperkirakan Rp. 
75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliyar rupiah) dan dukungan dana juga 
datang dari Bupati Bener Meriah, dan pekerjaan telah selesai pada bulan 
November 2011.Penggugat telah selesai melaksanakan pekerjaan 
penanggulangan bencana alam Jalan Bireuen – Takengon Km. 260 + 00 s/d 
KM. 28+ 728 (2.725 meter) yang menurut perhitungan rekatipulasi  harga 
pekerjaan berjumlah Rp. 127.297.726.000,- + 54.710.575.000,-= 
182.008.301.000,- (seratus delapan puluh dua miliyar delapan juta tiga ratus 
rupiah). Namun, tergugat baru membayar hasil pekerjaan tersebut sebesar RP. 
74.823.923.000 dan sisanya belum dibayar. Hal ini terjadi karena adanya 
penambahan pekerjaan sehingga terjadi perbedaan perhitungan antara PT. 
Mutiara Aceh Lestari dengan Dinas Bina Marga dan Cipta karya Aceh. 
Pengugat merasa sangat dirungikan dengan tidak dibayarkannya  
semua pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh penggugat. Hakim dalam 
perkara ini hanya mengabulkan sebagian gugatan, PT. Mutiara Aceh Lestari 
sebagian serta menyatakan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya telah 
melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). 
Perumusan masalah penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana legalitas hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi yang dilakukan sebelum kontrak dibuat ? 
2. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian rekonstruksi jalan 
antara PT. Mutiara Aceh Lestari dengan Dinas Bina Marga dan Cipta 
Karya Provinsi Aceh ? 
3.   Apakah dasar Hakim dalam Putusan No 46/Pdt.G/PN-Bna ? 
 
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 
ialah: 
1. Untuk mengetahui legalitas hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan 
yang dilakukan sebelum kontrak dibuat pada pekerjaan milik 
pemerintah. 
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2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian rekonstruksi 
jalan antara PT. Mutiara Aceh Lestari dengan Dinas Marga Cipta 
Karya Provinsi Aceh. 
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No 
46/Pdt.G/PN-Bna. 
 
II.  Metode Penelitian 
penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang 
dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang  terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang 
berhubungan dengan materi penelitian serta melakukan analisis data 
diperoleh dari wawancara. 
b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku 
dan hasil praktek sehari-hari. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti 
kamus, ensiklopedia.
1
  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, 
asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 
perjanjian serta doktrin.
2
 
Untuk mengalisi kasus perjanjian konstruksi jalan antara PT. Mutiara 
aceh Lestaru dengan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya(Berdasarkan Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Banda aceh  Nomor 46/PDT.G/PN-BNA), 
penelitian ini melakukan wawancara dengan informan, yaitu  
a. Hj. F sebagai Pengugat 
b.  Syarifudin, Pengawai kantor Inspektorat 
                                                 
1
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2002) hal.194. 
2
 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 
dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,  2010), hal.34.  
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III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Prinsipnya semua peristiwa bencana selalu dibarengi dengan ke-
adaan darurat. Bantuan berupa barang dan jasa juga berada dalam keadaan 
yang serba darurat dan rehabilitasi.
3
 Berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presden 
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dirumuskan, 
bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ 
institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan 
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
4
  
Prosudur ini memakan waktu yang lama dan tidak efesien sehingga pada 
saat status datangkap darurat pengadaan barang dan jasa tidak dapat di 
lakukan sebagaimana mestinya seperti, seperti yang di atur pada pasal 1 
poin ke 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menjelaskan bahwa 
pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi 
untuk pekerjaan yang pekerjaan bernilai paling tinnggi Rp. 5.000.000.000 
(Lima Miliyar Rupiah). Sedangkan Pada saat kedaan tangkap darurat 
perkiraan penaksiran pekerjaan tidak dapat di perkirakan jumlahnya, 
sementara penunjukan langsung di pandang adalah yang paling efektif. 
Peraturanh Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menegaskan Pasal 24 huruf f 
dan g Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menegaskan, 
bahwa pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan 
BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang pengadaan barang/jasa 
serta pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang. Lebih 
lanjut ditegaskan, pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan 
barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan se-
                                                 
3
 Peraturan  Kepala Badan Bencana Nasional Nomor 6.ATahun 2011 Tentang Pedoman 
penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, hal. 2 
4
 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang Dan jasa 
Pemerintah Pasal 1 
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cara khusus melalui pembelian/ pengadaan langsung yang efektif dan 
efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat. 
Pembelian/pengadaan langsung tidak ditentukan oleh jumlah dan harga 
barang/jasa.
5
 
Bencana longsor Jalan Bireuen-Takengon di kawasan Jalan Cot 
Panglima mengakibatkan adanya pekerjaan tambahan yang dilakukan 
secara lisan. Pekerjaan tambahan tersebut merupakan pekerjaan tanggap 
darurat bencana yang dapat di kerja kan secara khusus sebagaimana di atur 
dalam Pemerintah Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menegaskan Pasal 24 huruf f 
dan g Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mana 
pada saat tanggap darurat pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan 
secara kusus. 
Pada kasus PT. Mutiara Aceh Lestari selaku pelaksana pekerjaan, 
telah melaksanakan pekerjaan jalan tersebut sepanjang (Km.25-29) Tahun 
Anggaran 2011. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menjanjikan 
pembayaran untuk pekerjaan setelah pekerjaan selesai, dan dihitung 
kemudian, setelah perhitungan yang dilakukan oleh PT.Mutiara Aceh 
Lestari bekrjaan bernilai Rp. 182.008.301.000. (seratus delapan puluh dua 
milyard delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah) pekerjaan yang telah 
selesai dikerjakan, melalui Perjanjian lisan tersebut sah di mata hukum, 
dan tidak melanggar aturan-aturan hukum, kedua belah pihak telah telah 
mencapi kata sepakat untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian 
kontruksi ini, perjanjian ini legal di mata hukum, karena pekerjaan ini 
timbul akibat benca alam dan merupakan proyek tangkap darurat yang 
harus segera di laksanakan berdasarkan  Surat Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen yang ditujukan 
kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh tanggal 24 Januari 
2011 No. 620/003/201, Perihal Laporan Bencana Alam Longsor.  
 
                                                 
5
 Bambang Sumarsono, Pengadaan Barang dan Jasa Saat Bencana,  http://www.bogor-
today.com/pengadaan-barang-dan-jasa-saat-bencana di akses hari rabu 18 mai 2016 jam 23.00 
Wib 
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Wanprestasi dalam kontrak konstruksi secara khusus diatur dalam 
Pasal 23 ayat (1) huruf g Tahun 2000 tentang penyelenggara Jasa Konstruksi, 
yang menjelaskan wanprestasi atau cidera janji dalam pelaksanaan kontrak 
konstruksi antara lain : 
1. Wanprestasi oleh penyedia jasa meliputi: 
a. Tidak menyelesaikan tugas; 
b. Tidak memenuhi mutu; 
c. Tidak memenuhi kuantitas; 
d. Tidak menyerahkan hasil perjanjiaan. 
2. Wanprestasi oleh pengguna jasa 
a. Terlambat membayar 
b. Tidak membayar 
c. Terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan6 
Penyelesaian sengketa di bidang konstruksi dapat ditempuh 
melalui dua pola yaitu pengadilan dan diluar pengadilan lazim disebut 
Alternative Dispute Resulition (ADR). Sebagaimana tercantum pada 
perjanjian yaitu kontrak, dimana dalam setiap perjanjian konstruksi telah 
diatur Penyelesaian perselisihan/sengketa akibat dari adanya klaim 
konstruksi ataupun faktor- faktor pemicu lainnya di luar para pihak. Dalam 
suatu kontrak konstruksi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang 
Jasa Konstruksi Nomor 18/1999 pada Bab IX penyelesaian sengketa yaitu 
dalam Pasal 36 yang dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut.
7
  
Pasal 36 Ayat (1) penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat 
ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan 
secara sukarela para pihak yang bersengketa.  Ayat (2) penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan 
konstruksi sebagaimana diatur dalam kitab Undang Undang Hukum 
                                                 
6
 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjiaan (Asas Personalitas dalam Kontrak 
Komersial), Kencana, Jakarta, 2010, hal. 45 
7
 Gunawan Widjaya “ Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa”PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 85 
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Pidana.  Ayat (3) jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak 
yang bersengketa. 
 Dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 
Tahun 1999 di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian suatu perselisihan 
atau sengketa dapat ditentukan oleh para pihak dalam kontrak yang telah 
disepakati dan kontrak tersebut akan menjadi undang undang (Pasal 1338 
KUHPerdata ayat 1) bagi pihak yang akan bersepakat atau dalam istilah 
azas hukum perjanjian adalah azas Pacta Sunt Servanda. 
Bentuk wanprestasi dalam perjanjan kostruksi jalan antara PT. 
Mutiara Aceh Lestari dengan Dinas Bina Marga Cipta Karya Cipta dengan 
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah bentuk  waprestasi debitur 
berpretasi tetapi tidak sesuai atau keliru hal ini pekerjaan konstruksi yang 
telah diselesaikan maka wajib dibayar tepat waktu sesuai isi kontrak yang 
telah disepakati di dalam kontrak,  tidak membayar pembayaran 
keseluruhan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh PT. Mutiara 
Aceh Lestari kontrak setelah pekerjaan itu selesai di kerjakan. 
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Provensi Aceh Nomor 
46/Pdt. G/2013/PN-Bna dalam putusan dikabulkan sebagian dari gugatan 
PT. Mutiara Aceh Lestari karena identitas yang tidak jelas dari PT. 
Mutiara Aceh, kurang tepat karena PT. Mutiara Aceh Lestari tidak 
melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan No 40 Tahun 2004 
Pengugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 
Juli 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara 
sah kepada kuasa Pembanding/semula Tergugat dengan pemberitahuan 
pernyataan permohonan banding tanggal 25 Juni 2014, dalam putusan 
banding di menangkan oleh penguguat, dimana pengugat diharuskan 
membyara sisa pembayaran yaitu sebesar RP. 107.184.369.000 (setatus 
tujuh miliyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh 
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Sembilan ribu rupiah) dan menghukum tergugat untuk membayar bunga 
pinjaman PT. Bank Aceh cabang Bireun kepada pengugat sampai bulan 
September 2013 sebesar Rp 20.337.341.586.25 (Dua puluh milyar tiga 
ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus 
delapan puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dan seterusnya 
ditambah lagi dengan tagihan bunga setiap bulannya dari Bank tersebut 
sampai dengan pelunasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, 
serta menghukum tergugat atas biaya perkara  sebesar 150.000 (seratus 
lima puluh ribu rupiah), sehigga total keseluruhanya adalah sebesar  RP. 
107.184.369.000 (setatus tujuh miliyar seratus delapan puluh empat juta 
tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ditambah membayar bunga 
pinjaman PT. Bank Aceh cabang Bireun kepada pengugat sampai bulan 
September 2013 sebesar Rp 20.337.341.586.25 (Dua puluh milyar tiga 
ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus 
delapan puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) berjumlah Rp. 
127.521.710.586.25 (seratus dua puluh tujuh miliyar lima ratus tujuh 
puluh satu juta  tujuh ratus sepiluh ribu lima ratus delapan puluh enam ribu 
duapuluh lima sen). selanjutnya pemerintah melanjutkan kasus ini ke 
tingkat kasasi Mahkamah Agung karena keberatan atas putusan 
Pengadilan nengeri. 
Majelis hakim Mahkamah Aangung Republik Indonesia menolak 
kasasi pihak Dinas Marga dan Cipt Karya (tergugat) atas gugatan pihak PT 
Mutiara Aceh Lestari selaku pelaksana proyek pelebaran jalan Cot 
Panglima Bireuen-Takengon. Dengan demikian putusan PN Banda Aceh 
yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh sudah 
berkekuatan hukum tetap, yaitu tergugat wajib membayar sisa dana proyek 
itu kepada penggugat Rp 127 miliar lebih, sudah termasuk bunga pinjaman 
penggugat pada bank 
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IV. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Pada kasus PT. Mutiara Aceh Lestari selaku pelaksana pekerjaan, telah 
melaksanakan pekerjaan jalan tersebut sepanjang (Km.25-29) Tahun 
Anggaran 2011. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menjanjikan 
pembayaran untuk pekerjaan tersebut setelah pekerjaan selesai, dengan 
nilai Rp. 182.008.301.000. (seratus delapan puluh dua milyard delapan 
juta tiga ratus satu ribu rupiah) secara legalitas, pelaksanaan pekerjaan 
sebelum kontrak di buat sah di mata hukum. 
2. Bentuk wanprestasi dalam perjanjan kostruksi jalan antara PT. Mutiara 
Aceh Lestari dengan Dinas Bina Marga Cipta Karya Cipta dengan Dinas 
Bina Marga dan Cipta Karya adalah bentuk  waprestasi debitur berpretasi 
tetapi tidak sesuai atau keliru Jumlah yang keseluruhan pekerjaan adalah 
Rp. 182.008.301.000,- (seratus delapan puluh dua milyard delapan juta 
tiga ratus satu ribu rupiah), dengan jumlah pekerjaan yang telah selesai di 
kerjakan  pada Penanggulangan Becana Alam Jalan Bireuen–Takengon 
Km. 26 + 000 s/d Km. 28 + 725 (2.725 meter) dan Dinas Bina Marga dan 
Cipta Karya  baru membayar hasil pekerjaan tersebut sebesar Rp. 
74.823.932.000,- (tujuh puluh empat milyard delapan ratus dua puluh 
tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). 
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Provensi Aceh Nomor 46/PDT. 
G/2013/PN-Bna dalam putusan dikabulkan sebagian dari gugatan PT. 
Mutiara Aceh Lestari, dan menyatakan bahwa PT. Mutiara Aceh lestari 
telah melanggar Undang-Undang No.40 Perseroan Tahun 2004, karean 
kantor dan kediamanya atau rumah memiliki alamat yang sama tidak 
tepat, karena dalam Undang-Undang No. 40 Perseroan Tahun 2004 tidak 
melarang hal ini 
B. Saran 
1. Disarankan kepada penyedia barang/jasa dan pelaksana agar lebih jeli 
dalam membuat pejanjian kontrak kontruksi. Meskipun kontrak yang 
buat merupakan proyek penanggulangan bencana, sangat disarankan agar 
di buat secara tertulis, hal ini dilakukan agar terhindar dari 
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kesalahpahaman dikemudian hari tentang jumlah pekerjaan, nilai kontrak 
serta bahan-bahan yang digunakan dalam kontruksi, terutama dalam hal 
ini dalam konstruksi jalan. 
2. Sudah seharusnya Dinas Bina Marga dan Cipta Karya memiliki itikad 
baik dengan memenuhi semua perjanjian yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak, yaitu dengan membayar seluruh pekerjaan yang telah 
di selesaikan oleh PT. Mutiara Aceh Lestari. 
3. Dasar putusan hakim memutuskan dikabulkan sebagian dari putusan 
sudah kuat, sehingga diharapkan putusan ini dapat menjadikan acuan 
bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara dalam kasus serupa 
 
V. Daftar Pustaka 
A. Buku-Buku 
Hernoko Agus Yudha, Hukum Perjanjiaan (Asas Personalitas dalam 
Kontrak Komersial), Kencana, Jakarta, 2010 
 
Nur Dewata Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian 
Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,  2010) 
 
Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)  
 
B. Peraturan Perundang-Undangan 
Kitab Undan-Undang Hukum Perdata 
Undang-Undang N0. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Peraturan Presiden N0. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
Peraturan  Kepala Badan Bencana Nasional Nomor 6.ATahun 2011 Tentang 
Pedoman penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat 
Bencana 
 
 
ANNA FAHRENI 11 
 
 
 
C. Internet 
Bambang Sumarsono, Pengadaan Barang dan Jasa Saat Bencana,  
http://www.bogor-today.com/pengadaan-barang-dan-jasa-saat-bencana di 
akses hari rabu 18 mai 2016 jam 23.00 Wib 
 
 
 
